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ABSTRACT 

Election disputes are an important aspect of the democratic system that must be resolved in a fair and transparent 

manner. In Indonesia, the Constitutional Court (MK) acts as an institution that resolves election disputes, including 

disputes over Regional Head Elections (Pemilukada). This research aims to analyze the role of the Constitutional 

Court in resolving election disputes, with a focus on the Serang Regency election case study. This research uses a 

qualitative approach with a case study method, which examines the decisions of the Constitutional Court in the 

election disputes.The results show that the Constitutional Court has a crucial role in maintaining integrity and justice 

in the implementation of the election. In Serang District, the Constitutional Court decided several disputes related to 

election results, including allegations of administrative violations and invalid voting results. In each case, the 

Constitutional Court conducted an in-depth examination and based on valid evidence to provide a fair decision.This 

study also found that although the Constitutional Court has attempted to carry out its role objectively, there are still 

challenges in terms of transparency of the examination and dispute resolution process which must involve all parties 

in a more inclusive manner. Based on these findings, it is recommended that the mechanism for resolving election 

disputes through the Constitutional Court be strengthened, with an emphasis on transparency and speed in every case. 

Keywords: Election Dispute; Constitutional Court; Local Election; Serang Regency. 

 

 ABSTRAK 

Sengketa Pemilu merupakan salah satu aspek penting dalam sistem demokrasi yang harus diselesaikan secara adil dan 

transparan. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) berperan sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa 

pemilu, termasuk sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran 

Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pemilukada, dengan fokus pada studi kasus Pemilukada 

Kabupaten Serang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang mengkaji 

keputusan-keputusan MK dalam sengketa Pemilukada tersebut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK memiliki 

peran krusial dalam menjaga integritas dan keadilan dalam pelaksanaan Pemilukada. Di Kabupaten Serang, MK 

memutuskan beberapa sengketa terkait hasil pemilihan yang mencakup dugaan pelanggaran administrasi dan 

ketidakvalidan hasil pemungutan suara. Dalam setiap kasus, MK melakukan pemeriksaan yang mendalam dan 

berdasarkan pada bukti-bukti yang sah untuk memberikan keputusan yang adil.Penelitian ini juga menemukan bahwa 

meskipun Mahkamah Konstitusi telah berupaya menjalankan peranannya secara objektif, masih terdapat tantangan 

dalam hal transparansi proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa yang harus melibatkan semua pihak secara lebih 

inklusif. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar mekanisme penyelesaian sengketa Pemilukada melalui 

Mahkamah Konstitusi dapat diperkuat, dengan penekanan pada transparansi dan kecepatan dalam setiap tahapannya. 

Katakunci: Sengketa Pemilu; Mahkamah Konstitusi; Pemilukada; Kabupaten Serang. 
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 PENDAHULUAN 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu elemen penting dalam proses demokrasi 

di Indonesia, di mana rakyat diberikan hak untuk memilih pemimpinnya secara langsung. Pilkada bertujuan 

untuk memastikan adanya pemimpin daerah yang dipilih secara sah dan sahih, yang mampu mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. Pilkada Kabupaten Serang sebagai salah satu ajang pemilihan di tingkat daerah 

tidak luput dari tantangan dan dinamika politik yang mempengaruhi hasil pemilihan serta proses 

penyelenggaraannya. Pilkada Kabupaten Serang yang dilaksanakan dalam rangka memilih Bupati dan 

Wakil Bupati sering kali diwarnai dengan berbagai persoalan hukum, administratif, dan politik yang 

mengarah pada sengketa pemilu. Sengketa-sengketa ini dapat muncul karena adanya dugaan pelanggaran 

selama proses pemilihan, seperti manipulasi suara, penyalahgunaan wewenang, hingga ketidaksesuaian 

hasil penghitungan suara dengan fakta di lapangan. Ketika sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara 

internal, pihak yang merasa dirugikan dapat membawa permasalahan tersebut ke Mahkamah Konstitusi 

(MK) untuk mendapatkan keadilan. 

Pada Pilkada Kabupaten Serang, terdapat beberapa isu hukum yang mencuat, baik sebelum, selama, 

maupun setelah pemungutan suara. Isu-isu tersebut antara lain mencakup pelanggaran terhadap peraturan 

perundang-undangan terkait pemilu, misalnya masalah daftar pemilih tetap (DPT), penyebaran informasi 

palsu atau hoaks, serta penggunaan fasilitas negara dalam kampanye yang dapat mempengaruhi hasil 

pemilihan. Proses sengketa yang terjadi setelah pelaksanaan Pilkada menjadi penting untuk menguji sejauh 

mana Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan perannya dalam menegakkan keadilan dan memastikan 

keabsahan hasil pemilihan.Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menggali lebih dalam 

bagaimana sengketa Pilkada di Kabupaten Serang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, baik dalam aspek 

legalitas, prosedural, maupun substansi hukum yang terlibat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk 

mengevaluasi efektivitas lembaga tersebut dalam menyelesaikan sengketa Pilkada dan memberikan 

rekomendasi untuk perbaikan dalam penyelenggaraan Pilkada di masa depan. 

Secara umum, latar belakang masalah dalam Pilkada Kabupaten Serang mengarah pada pentingnya 

memahami bagaimana sengketa dapat mempengaruhi kualitas demokrasi lokal dan peran Mahkamah 

Konstitusi dalam menegakkan keadilan serta menciptakan pemilihan kepala daerah yang lebih berkualitas 

dan transparan.Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sarana penting dalam sistem demokrasi di 

Indonesia, yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin daerah secara langsung. 

Pilkada diharapkan mampu menghasilkan pemimpin yang memiliki legitimasi yang kuat dan dapat 

menjalankan pemerintahan dengan adil, transparan, dan akuntabel. Namun, pelaksanaan Pilkada sering kali 

menghadapi berbagai tantangan, baik dalam proses administrasi, pelaksanaan, maupun penyelesaian 

sengketa hasil pemilu. Salah satu contoh yang cukup mencolok adalah Pilkada Kabupaten Serang, yang 

menjadi fokus dalam penelitian ini. Di Kabupaten Serang, sebagaimana di daerah lainnya, Pilkada sering 

kali tidak berjalan tanpa masalah. Berbagai isu mulai dari masalah pemilih yang tidak terdaftar, dugaan 

kecurangan, hingga sengketa hasil pemilihan kerap kali muncul setelah proses pemungutan suara selesai. 

Sengketa semacam ini sering kali berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK), yang memiliki kewenangan 

untuk memutuskan sengketa hasil Pilkada. Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga pengawal konstitusi 

dan hak konstitusional rakyat, memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keadilan, transparansi, 

dan integritas proses pemilihan. 

Pilkada Kabupaten Serang yang berlangsung pada beberapa tahun terakhir menjadi contoh 

bagaimana sengketa pemilu dapat memengaruhi hasil Pilkada dan memperlihatkan bagaimana Mahkamah 
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Konstitusi bekerja untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Penanganan sengketa pemilu oleh MK tidak 

hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada pemenuhan hak konstitusional para peserta pemilu yang 

merasa dirugikan. Oleh karena itu, penting untuk memahami sejauh mana Mahkamah Konstitusi dapat 

menjalankan perannya dalam menyelesaikan sengketa Pilkada, baik dalam konteks hukum maupun dalam 

memberikan solusi yang adil bagi semua pihak. 

Melalui penelitian ini, penulis ingin menggali lebih dalam mengenai bagaimana Mahkamah 

Konstitusi menyelesaikan sengketa Pilkada di Kabupaten Serang, serta menilai sejauh mana keputusan-

keputusan yang diambil oleh MK mampu mengatasi permasalahan yang muncul dan memastikan 

pelaksanaan Pilkada yang lebih baik di masa depan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk 

memberikan rekomendasi terkait peningkatan kualitas pelaksanaan Pilkada dan mekanisme penyelesaian 

sengketa pemilu di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum tata negara. Adapun ruang lingkup 

penelitian ini terbatas pada studi kasus Pilkada Kabupaten Serang, dengan fokus pada sengketa yang terjadi 

dalam pilkada tersebut dan bagaimana Mahkamah Konstitusi berperan dalam menyelesaikan sengketa yang 

muncul. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai 

dinamika hukum yang ada dalam penyelesaian sengketa pemilu di tingkat daerah dan implikasinya terhadap 

sistem demokrasi Indonesia. 

Keterlibatan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa 

PDTT), Yandri Susanto, dalam Pilkada Kabupaten Serang, khususnya terkait dengan keberadaan figur 

beliau dalam konteks politik lokal, perlu dilihat dengan cermat, karena seorang menteri dalam kabinet 

pemerintah pusat umumnya tidak terlibat langsung dalam proses kampanye atau kontestasi Pilkada, 

mengingat posisi mereka yang berfokus pada tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan nasional. 

Namun, keterlibatan seorang tokoh politik atau pejabat publik seperti Yandri Susanto dalam 

Pilkada Kabupaten Serang dapat dilihat dalam beberapa aspek yang berkaitan dengan pengaruh politik, 

dukungan terhadap kandidat tertentu, atau dalam peran pembinaan dan pengembangan masyarakat desa, 

yang merupakan bagian dari fokus tugas beliau di kementerian. Beberapa potensi keterlibatan yang bisa 

diidentifikasi adalah sebagai berikut: 

1. Dukungan Politik: Sebagai politisi yang berasal dari partai politik tertentu, Yandri Susanto 

mungkin saja memberikan dukungan politik kepada salah satu calon dalam Pilkada Kabupaten 

Serang. Dukungan ini bisa berbentuk kampanye, penggalangan massa, atau memperkenalkan calon 

tertentu kepada masyarakat desa, yang merupakan konstituen utama kementerian yang 

dipimpinnya. 

2. Peran dalam Pembangunan Desa: Sebagai Menteri Desa PDTT, Yandri Susanto memiliki 

kewenangan dan tanggung jawab dalam pembangunan daerah tertinggal, desa, dan transmigrasi. 

Keterlibatannya dalam program-program pemerintah yang menyentuh langsung desa-desa di 

Kabupaten Serang dapat memengaruhi citra dan pilihan pemilih di wilayah tersebut, baik secara 

langsung maupun tidak langsung, karena masyarakat desa sering kali memperhatikan janji-janji 

pembangunan yang disampaikan oleh calon kepala daerah. 

3. Kontroversi atau Isu Hukum: Terkadang, keterlibatan pejabat publik seperti Yandri Susanto dapat 

menimbulkan kontroversi, misalnya jika ada tudingan tentang penyalahgunaan wewenang atau 

fasilitas negara dalam kampanye Pilkada, yang bisa berpotensi menimbulkan sengketa pemilu. Hal 

ini dapat menjadi salah satu alasan mengapa suatu sengketa Pilkada, seperti yang terjadi di 

Kabupaten Serang, berlanjut ke Mahkamah Konstitusi untuk diselesaikan. 
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4. Keterlibatan dalam Sosialisasi Program Pemerintah: Yandri Susanto sebagai Menteri Desa juga 

dapat terlibat dalam proses sosialisasi program-program pemerintah pusat yang bertujuan untuk 

memperbaiki kehidupan masyarakat desa. Dalam konteks Pilkada, sosialisasi tersebut mungkin 

dianggap oleh beberapa pihak sebagai bentuk "kampanye terselubung," yang berpotensi 

menimbulkan ketegangan politik di tingkat daerah. 

Namun, jika tidak ada bukti atau informasi yang jelas mengenai tindakan yang melibatkan Yandri 

Susanto dalam Pilkada Kabupaten Serang secara langsung (misalnya melalui dukungan kampanye terbuka 

atau terlibat dalam penyelesaian sengketa pemilu), maka keterlibatannya bisa jadi lebih bersifat tidak 

langsung melalui pengaruh politik atau program pemerintahannya yang melibatkan desa-desa di wilayah 

tersebut. Penting untuk dicatat bahwa jika keterlibatan menteri atau pejabat publik terkait dengan potensi 

pelanggaran hukum, baik itu dalam bentuk penggunaan kekuasaan untuk kepentingan Pilkada atau 

pelanggaran administratif lainnya, hal tersebut dapat menjadi bagian dari sengketa hukum yang kemudian 

ditangani oleh Mahkamah Konstitusi atau lembaga lain yang berwenang. 

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk membatalkan hasil Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Serang 2024 yang dimenangkan oleh pasangan calon Ratu Rachmatu Zakiyah dan Najib. 

Keputusan ini mengharuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang untuk melaksanakan 

Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Serang. Dalam 

putusannya, MK memerintahkan KPU Kabupaten Serang untuk melaksanakan PSU dengan mengacu pada 

Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang 

sama dengan Pemilihan pada 27 November 2024. Pelaksanaan PSU harus sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan dalam waktu paling lama 60 hari sejak keputusan MK 

diucapkan. Keputusan MK ini membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor 2028 tahun 2024 

tentang penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang. MK juga memerintahkan agar KPU 

Kabupaten Serang segera berkoordinasi dan melakukan supervisi, dengan pengawasan dari Badan 

Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serang. KPU Kabupaten Serang kini tengah menunggu arahan 

lebih lanjut dari KPU RI terkait pelaksanaan PSU tersebut. Mereka juga mempertimbangkan untuk 

merekrut kembali anggota badan ad-hoc, seperti petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia 

Pemungutan Suara (PPS), yang sebelumnya telah diberhentikan pada 27 Januari lalu. Sementara itu, Partai 

Amanat Nasional (PAN) yang mengusung pasangan calon Ratu Rachmatu Zakiyah dan Najib menyatakan 

keyakinannya bahwa pasangan tersebut akan mampu mempertahankan kemenangan mereka dalam PSU 

mendatang. Dengan adanya keputusan MK ini, proses demokrasi di Kabupaten Serang akan kembali 

dilanjutkan melalui pelaksanaan PSU, yang diharapkan dapat memastikan hasil pemilihan yang adil dan 

sesuai dengan kehendak rakyat. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Bagian metode penelitian berisi metode-metode yang digunakan dalam pengumpulan data 

penelitian yang dipaparkan secara rinci. Naskah dengan data penelitian dalam jumlah besar yang tersimpan 

dalam basis data yang dapat diakses secara umum harus mencantumkan informasi spesifik mengenai basis 

data tersebut dan kode aksesnya. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Serang 2025 Bagian hasil dan pembahasan bisa 

dibagi ke dalam beberapa sub bahasan. Pemaparan hasil dan pembahasan harus memberikan deskripsi yang 

jelas dan tepat mengenai temuan penelitian, interpretasi penulis terhadap temuan tersebut, dan kesimpulan 

yang dapat ditarik.Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), Pilkada Kabupaten Serang 2025 

akan dilaksanakan kembali dengan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara 

(TPS). Keputusan ini diambil setelah adanya sengketa hasil pemilu yang diajukan oleh salah satu pasangan 

calon yang merasa dirugikan dengan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) Kabupaten Serang. Sengketa tersebut mencakup berbagai masalah administratif dan 

pelanggaran yang ditemukan dalam proses pemilihan, termasuk kemungkinan adanya kecurangan atau 

ketidaksesuaian antara data pemilih yang terdaftar dan yang terlibat dalam pemungutan suara. Keputusan 

MK memerintahkan KPU Kabupaten Serang untuk segera melaksanakan PSU dengan menggunakan Daftar 

Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang sama 

seperti yang digunakan dalam pemilu sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilih yang 

berhak memilih tetap dapat melaksanakan haknya dalam PSU dan mengurangi potensi kesalahan atau 

manipulasi data yang dapat merugikan salah satu pihak. 

Penyebab Sengketa dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Penyebab utama dari sengketa ini adalah 

adanya dugaan pelanggaran dalam tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk masalah-masalah 

administrasi, ketidaksesuaian hasil penghitungan suara, dan dugaan pengaruh dari pihak-pihak tertentu 

dalam proses pemilu yang berpotensi merugikan calon tertentu. Selain itu, adanya isu terkait penggunaan 

fasilitas negara dalam kampanye dan potensi politik uang menjadi faktor yang memperkeruh proses pemilu. 

Dalam menghadapi perkara ini, Mahkamah Konstitusi melakukan peninjauan terhadap seluruh bukti yang 

diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Keputusan untuk melaksanakan PSU diambil setelah 

mempertimbangkan bahwa tidak adanya keputusan yang lebih tepat untuk menegakkan keadilan bagi 

semua pihak yang terlibat. MK menilai bahwa PSU adalah cara terbaik untuk mengoreksi ketidakberesan 

dalam pemilu dan memberikan kesempatan bagi seluruh pemilih untuk menyalurkan hak pilih mereka 

dengan adil. Implikasi Keputusan MK terhadap Pelaksanaan Pemilu Keputusan Mahkamah Konstitusi yang 

memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Serang memiliki implikasi yang signifikan 

terhadap jalannya Pilkada Kabupaten Serang 2025. Di satu sisi, keputusan ini memberikan kesempatan 

untuk memperbaiki kesalahan dalam pemilu yang terjadi sebelumnya dan memberi ruang bagi proses 

demokrasi yang lebih adil. Di sisi lain, pelaksanaan PSU memerlukan persiapan yang matang, baik dari 

segi logistik, administrasi, serta pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mencegah 

terjadinya pelanggaran yang sama pada pemilu ulang nanti. Selain itu, keputusan ini juga memberi dampak 

terhadap calon-calon yang terlibat dalam Pilkada, khususnya pasangan calon yang merasa diuntungkan atau 

dirugikan dengan PSU. Masing-masing pihak harus mempersiapkan diri dengan lebih baik dalam 

menghadapi PSU, baik dalam hal strategi kampanye maupun dalam memperkuat pengawasan terhadap 

jalannya proses pemilu. 

Tantangan dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu Pelaksanaan PSU dan keputusan MK juga 

menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia. Meskipun 

Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga yang dapat memberikan keputusan akhir dalam sengketa 

hasil pemilu, proses penyelesaian sengketa ini menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian antara 

penyelenggara pemilu dan calon yang terlibat. Oleh karena itu, upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan 
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pemilu dan peningkatan kapasitas lembaga pengawas sangat diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang 

di masa mendatang. Harapan Terhadap Proses Demokrasi di Kabupaten Serang Keputusan Mahkamah 

Konstitusi untuk memerintahkan PSU di Kabupaten Serang diharapkan dapat memastikan agar proses 

demokrasi berjalan lebih transparan, adil, dan berkeadilan. Semua pihak yang terlibat, baik penyelenggara, 

calon, maupun pemilih, perlu mendukung pelaksanaan pemilu yang bersih dan jujur. Keputusan ini juga 

dapat memberikan contoh bagi daerah lain yang menghadapi masalah serupa, untuk lebih berhati-hati dan 

memperbaiki proses penyelenggaraan Pemilu agar tidak terjebak dalam sengketa yang merugikan pihak-

pihak yang berkompetisi. Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi 

dalam Pilkada Kabupaten Serang 2025 merupakan langkah penting dalam menjaga integritas proses 

demokrasi. Hal ini diambil untuk memberikan kesempatan bagi pemilih yang sah untuk menyalurkan hak 

pilih mereka dengan adil, serta untuk memastikan hasil pemilihan yang lebih sah dan transparan. Meskipun 

pelaksanaan PSU menghadapi tantangan, keputusan ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas pemilu di 

masa depan dan menjadi contoh bagi penyelenggaraan Pilkada di Indonesia. 

 

 

 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Pemungutan Suara 

Ulang (PSU) pada Pilkada Kabupaten Serang 2025, dapat disimpulkan bahwa langkah ini diambil untuk 

memastikan proses pemilihan yang lebih adil dan transparan. Sengketa yang terjadi dalam Pilkada 

Kabupaten Serang, yang melibatkan dugaan pelanggaran administratif dan ketidaksesuaian hasil pemilu, 

menunjukkan pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga integritas demokrasi serta 

memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Keputusan MK untuk memerintahkan PSU di seluruh 

Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Serang memiliki dampak signifikan terhadap kelangsungan 

Pilkada tersebut. Hal ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi pemilih untuk menyalurkan hak pilih 

mereka kembali, tetapi juga memberikan pesan kuat tentang pentingnya penyelenggaraan pemilu yang 

bebas dari kecurangan dan penyimpangan. Namun, pelaksanaan PSU juga menghadapi tantangan besar, 

terutama dalam hal persiapan logistik, administrasi, dan pengawasan yang ketat agar proses pemilihan dapat 

berjalan dengan baik dan tidak terulang masalah yang sama. Oleh karena itu, penting bagi KPU, Bawaslu, 

dan pihak terkait lainnya untuk bekerja sama dengan penuh komitmen untuk mengawal jalannya Pilkada 

secara transparan dan akuntabel. Secara keseluruhan, keputusan Mahkamah Konstitusi ini diharapkan dapat 

memperbaiki kualitas demokrasi lokal, memberikan contoh yang baik bagi penyelenggaraan pemilu di 

daerah lain, dan mengurangi potensi terjadinya sengketa serupa di masa mendatang. Proses ini juga menjadi 

bukti bahwa lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi berperan vital dalam menegakkan keadilan dan 

memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat dengan cara yang sah dan bermartabat. 
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